BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

Bab Kedua Tesis ini berisi berbagai teori dan konsep yang digunakan sebagai
rujukan berfikir dan analisis. Secara garis besar bagian tinjauan pustaka
menguraikan teori dan konsep mengenai Kebijakan Publik, Implementasi,

Keputusan dan layanan.

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan
dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara
bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan

kelompok sektor swasta, serta individu.

Menurut Lasswell (1970): kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian
tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (a projected program of goals
values and practices).

Menurut Anderson (1979): kebijakan adalah serangkaian tindakan yang
mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya
untuk memecahkan suatu masalah (a purposive corse of problem or matter of
concern).

Menurut Heclo (1977): kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja
dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah.

Menurut Eulau (1977): kebijakan adalah keputusan tetap, dicirikan oleh tindakan
yang bersinambung dan berulang-ulang pada mereka yang membuat dan
melaksanakan kebijakan.

Menurut Amara Raksasa Taya (1976): kebijakan adalah suatu taktik atau strategi
yang diarahkan untuk mencapai tujuan.

Publik adalah sekelompok orang (atau satu orang) yang jelas, yang menjalin

atau harus menjalin hubungan istimewa dengan perusahaan. Dalam definisi
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sederhana, publik juga bisa diartikan sebagai banyak orang atau juga umum.
Seperti makna dari ruang publik, konsumsi publik, dan lain sebagainya.
Immanuel Kant - Publik bukan lagi para pejabat atau institusi politis, melainkan
masyarakat warga (civil society) yang kritis dan berorientasi pada kepentingan
moral universal umat manusia.

Latipah Hendrati - Publik adalah komunitas masyarakat tertentu.

Marhawni Ria Siombo - Publik adalah masyarakat umum sebagai anggota dari
warga masyarakat dalam Negara.

Kebijakan Publik dapat diartikan sebagai suatu aturan yang dibuat pemerintah
sebagai bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai permasalahan
yang berkembang di masyarakat.

Menurut Thomas Dye (1991:1) kebijakan publik adalah apapun yang dipilih
oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (Budi Winarno : 2002 : 15)

James E. Anderson (1979 :3) rnendefinisikan kebijakan publik sebagai
kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. (Subarsono :

2005 : 2).

Kebijakan Publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan
dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan
(Riant Nugroho : 2003 : 54)

2.1.1. Tahap Tahap Kebijakan
Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena
melibatkan banyak prosei maupUn variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu,
beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik
rnembagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap,

antar lain :
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a. Tahap Penyusunan Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada
agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkornpetisi terlebih
dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya,
beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada
tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa
yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang
lama.
b. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh
para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk
kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut
berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan
suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap
perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih
sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini,
masing-masing aktor akan "bermain™ untuk mengusulkan pemecahan
masalah terbaik.
c. Tahap Adopsi Kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para
perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan
tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus

antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
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d. Tahap Implemetansi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika
program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program
kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus
diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi
maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah
diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan
sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai
kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan
mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin
akan ditentang oleh para pelaksana.
e. Tahap Penilaian Kebijakan
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau
dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu
memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih
dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang
dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau
Kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik
telah meraih dampak yang diinginkan.

(Budi Winarno : 2002 : 28)
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2.1.2. Model Model Dalam Analisis Kebijakan Publik
Menurut (Brodbeck : 1959 : 374) model didasarkan, pada isomorphism yaitu

kesamaan-kesamaan antara kenyataan satu clengan kenyataan lainnya (Budi

Winarno : 2002 : 33).

Penggunaan model untuk mengkaji kebijakan publik akan sangat besar sekali
manfaatnya. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan dalam hal ini, yaitu :
a. Pertama, Kebijakan Publik merupakan proses yang kompleks. Sifat model

yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami
realitas yang kompleks tersebut. Dengan adanya model-model analisis
kebijakan publik, seperti misalnya model implementasi kebijakan, maka kita
akan lebih mudah untuk memilah-milah proses-proses implementasi
kebijakan ke dalam elemen-elemen implementasi yang lebih sederhana. Hal
ini akan sangat berguna untuk melihat variabel - variabel apa saja yang
berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

b. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang
kompleks tanpa menyederhanakannya terlebih dahulu, maka peran model
dalam menjelaskan kebijakan publik akan semakin berguna.

Meskipun model sangat membantu kita untuk mengkaji kebijakan publik,
akan tetapi kita membutuhkan beberapa kriteria untuk menenfukan apakah suatu
model yang ditawarkan membantu kita atau tidak. Untuk itu, Thomas Dye
menyarankan beberapa kriteria yang dapat dipakai untuk melihat kegunaan suatu

model di dalam mengkaji kebijakan publik, yaitu :
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a. Model dapat menyusun dan menyederhanakan kehidupan politik sehingga
kita dapat memahami hubungan-hubungan tersebut dalam dunia nyata dan
memikirkannya dengan jelas.

b. Model dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang paling penting dari
kebijakan publik.

c. Model harus kongruen (sama dan sebangun) dengan realitas.

d. Model dapat mengkomunikasikan sesuatu yang bermakna menurut cara
yang kita semua dapat mengerti.

e. Model dapat mengarahkan penyelidikan dan penelitian publik.

f.  Model dapat menyarankan penjelasan bagi kebijakan publik.

2.2. Implementasi Kebijakan
Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang
sudah disusun secara matang dan terperinci.

Edwards I11, implementasi kebijakandipengaruhi oleh
empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4)
struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama
lain. (Subarsono, 2005:90)

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi
oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan, dan lingkungan implementasi.
Variabel isi kebijakan ini mencakup:

a. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau termuat dalam isi

kebijakan;
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b. jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di
wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan
daripada menerima program kredit sepeda motor;

c. sejauhmana perubahan yang diinginkan dan sebuah kebijakan. Suatu
program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran
relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar
memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok
masayarakat miskin;

d. apakah letak sebuah program sudah tepat:

e. apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci;
dan

f. apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood hal-hal yang berhubungan

dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi

masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang
bersifat khusus. (Tangkilisan, 2003:17)

Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky (1984), implementasi
diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana
tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk
menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara
untuk mencapainya. (Tangkilisan, 2003:17)

Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan adalah:

a. Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program
kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
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b. Organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program
ke dalam tujuan kebijakan.

c. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan,
upah, dan lain-lainnya.

(Tangkilisan, 2003:18)

2.2.1. Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Rippley dan Franklin (1982) menyatakan keberhasilan implementasi

kebijakanprogram dan ditinjau dari tiga faktor yaitu:

a. Prespektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari
kepatuhan atas mereka.

b. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya
persoalan.

c. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan
semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

(Tangkilisan, 2003:21)

2.2.2. FEaktor Kegagalan Implementasi Kebijakan

Peters (1982) mengatakan, implementasi kebijakan yang gagal disebabkan
beberapa faktor:
a. Informasi

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran

yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para

pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksankaannya dan basil-basil

dan kebijakan itu.
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b. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan

kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern

atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat

berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
c. Dukungan

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanannya

tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi
Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor
implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya

dengan diferensiasi tugas dan wewenang (Tangkilisan, 2003:22)

2.3. Model Implementasi Kebijakan

Menurut Sabatier (1986: 21-48), terdapat dua model yang berpacu
dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model top down dan model bottom up.
Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit,
model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan
kebijakan berdasarkan model top down. Sedangkan gambaran model bottom up

dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.

Grindle (1980: 6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai
proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran
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akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui
interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses
politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan
berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses
umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program

tertentu.

Gambar 1 : Implementation as a Political and Administrative Process
(Merilee S. Grindle. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World,
Princeton University Press, New Jersey, p. 11)
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T.B. Smith mengakui, ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut
harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang

diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). Pada
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gambar 1 terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud
orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam
program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program
dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program —
secara garis besar — dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi.
Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran
program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui
dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun
masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya

perubahan oleh kelompok sasaran.

Gambar 2 : Model Linier Implementasi Kebijakan

(dikutip dari Baedhowi, 46-48)

Fase Agenda Fase Keputusan Fase Pelaksanaan

Sukses dilaksanakan

Keputusan/
kebijakan
Dalam \ Perkuat
:(SUb__ « _>/ Agenda\ / Institusi
ebyakan \ Tidak ada Gagal
_ kebijakan \
Tidak Tingkatkan
kemauan
politik

Pada aspek pelaksanaan, terdapat dua model implementasi kebijakan
publik yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif (lihat Baedhowi, 2004:

47). Pada model linier, fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang
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terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau
dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan
kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi
kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang
dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih
baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.

Gambar 3 : Model Interaktif Implementasi Kebijakan
(Thomas R. Dye. 1981. Understanding Public Policy, Prentice-Hall International,

Inc., Englewood Cliffs, NY)
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Berbeda dengan model linier, model interaktif menganggap
pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang
terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu
dilakukan ketika kebijakan publik dianggap kurang memenuhi harapan
stakeholders. Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik
akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan
kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk

mencapai tujuan.

Pada gambar 3 terlihat bahwa meskipun persyaratan input sumberdaya
merupakan keharusan dalam proses implementasi kebijakan, tetapi hal itu tidak
menjamin suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. Input sumberdaya
dapat digunakan secara optimum jika dalam proses pengambilan keputusan dan
pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambil
kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam

suasana dan lingkungan yang kondusif.

Jika model interaktif implementasi kebijakan di atas disandingkan
dengan model implementasi kebijakan yang lain, khususnya model proses politik
dan administrasi dari Grindle, terlihat adanya kesamaan dan representasi elemen
yang mencirikannya. Tujuan kebijakan, program aksi dan proyek tertentu yang
dirancang dan dibiayai menurut Grindle menunjukkan urgensi fase pengambilan
keputusan sebagai fase terpenting dalam model linier implementasi kebijakan.
Sementara itu, enam elemen isi kebijakan ditambah dengan tiga elemen konteks

implementasi sebagai faktor yang mempengaruhi aktivitas implementasi menurut
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Grindle mencirikan adanya interaksi antara pengambil kebijakan, pelaksana
kebijakan dan pengguna kebijakan dalam model interaktif. Begitu pula istilah
model proses politik dan proses administrasi menurut Grindle, selain
menunjukkan dominasi cirinya yang cenderung lebih dekat kepada ciri model
interaktif implementasi kebijakan, juga menunjukkan kelebihan model tersebut
dalam cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi

kebijakan, beserta output dan outcomesnya.

Selain model implementasi kebijakan di atas Van Meter dan Van Horn
mengembangkan Model Proses Implementasi Kebijakan. (Tarigan, 2000: 20).
Keduanya meneguhkan pendirian bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan dalam
bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Keduanya
mengembangkan tipologi kebijakan menurut: (i) jumlah perubahan yang akan
dihasilkan, dan (ii) jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan

oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Tanpa mengurangi Kkredibilitas model proses implementasi kebijakan
dari Van Meter dan Van Horn terlihat bahwa elemen yang menentukan
keberhasilan penerapannya termasuk ke dalam elemen model proses politik dan
administrasi menurut Grindle. Kata kunci yakni perubahan, kontrol dan kepatuhan
termasuk dalam dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan.
Demikian pula dengan tipologi kebijakan yang dibuat oleh keduanya termasuk
dalam elemen isi kebijakan dan konteks implementasi menurut Grindle. Tipologi
jumlah perubahan yang dihasilkan termasuk dalam elemen isi kebijakan dan

tipologi ruang lingkup kesepakatan termasuk dalam konteks implementasi.
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Sejalan dengan pendapat di atas, Korten (baca dalam Tarigan, 2000: 19)
membuat Model Kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan
memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini berintikan kesesuaian antara
tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri,

pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.

Gambar 4 : Model Kesesuaian

(Dikutip dari David C. Korten (1988) dalam Tarigan, h. 19)

PROGRAM

Output Tugas

Kebutuhan Kompetensi

PEMANFAAT > < ORGANISASI
Tuntutan Putusan

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan
jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama,
kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang
ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran
(pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana,

yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan
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organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan
organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi
untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh

kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa
jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, Kkinerja
program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika output
program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas outputnya tidak
dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki
kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka
organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika
syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh
kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program.
Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak

diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Model kesesuaian implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh
Korten memperkaya model implementasi kebijakan yang lain. Hal ini dapat
dipahami dari kata kunci kesesuaian yang digunakan. Meskipun demikian, elemen
yang disesuaikan satu sama lain — program, pemanfaat dan organisasi — juga
sudah termasuk baik dalam dimensi isi kebijakan (program) dan dimensi konteks
implementasi (organisasi) maupun dalam outcomes (pemanfaat) pada model

proses politik dan administrasi dari Grindle.
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2.4. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310), untuk mengukur
kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel
kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena
melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi
memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi
pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya
yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan
lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika
lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan
dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan
implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka
akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal.
Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan
merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya

terhadap masyarakat.

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan
Franklin (1986: 12) didasarkan pada tiga aspek, yaitu: (1) tingkat kepatuhan
birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur
dalam undang-undang, (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah;

serta (3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua
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program yang ada terarah. Sedangkan menurut Goggin et al. (1990: 20-21, 31-40),
proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari
institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan
kinerjanya berdasarkan variabel: (1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal,
(2) kapasitas pusat/negara, dan (3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan

daerah.

Variabel dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh
legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sahih kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula
sebaliknya. Untuk mengukur kekuatan isi dan pesan kebijakan dapat dilihat
melalui: (i) besarnya dana yang dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin
besar dana yang dialokasikan maka semakin serius kebijakan tersebut
dilaksanakan dan (ii) bentuk kebijakan yang memuat antara lain, kejelasan
kebijakan, konsistensi pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan dan diterimanya pesan
secara benar. Sementara itu, untuk mengetahui variabel kapasitas pusat atau
kapasitas organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh organisasi pelaksana
kebijakan mampu memanfaatkan wewenang yang dimiliki, bagaimana
hubungannya dengan struktur birokrasi yang ada dan bagaimana
mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang tersedia dalam organisasi dan

dalam masyarakat.

Model kesesuaian implementasi kebijakan atau program dari Korten
juga relevan digunakan (lihat kembali Gambar 3 dan penjelasannya) sebagai

kriteria pengukuran implementasi kebijakan. Dengan kata lain, keefektifan
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kebijakan atau program menurut Korten tergantung pada tingkat kesesuaian antara
program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan

kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

Selain kriteria pengukuran implementasi kebijakan di atas, perlu pula
dipahami adanya hubungan pengaruh antara implementasi kebijakan dengan
faktor lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (lihat
Grindle, 1980: 6) bahwa terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus
menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variabel yang dimaksud
oleh keduanya meliputi: (i) ukuran dan tujuan kebijakan, (ii) sumber kebijakan,
(iii) ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, (iv) komunikasi antar organisasi
terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan, (v) sikap para pelaksana, dan

(vi) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Quade (1984: 310), dalam proses implementasi kebijakan
yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi,
kelompok sasaran dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan
dan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Dari transaksi tersebut
diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai
bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Quade memberikan
gambaran bahwa terdapat empat variabel yang harus diteliti dalam analisis
implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola
interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk
mewujudkan; (2) Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat

mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah
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untuk memenuhi kebutuhannya; (3) Organisasi yang melaksanakan, vyaitu
biasanya berupa unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab
mengimplementasikan kebijakan; dan (4) Faktor lingkungan, yaitu elemen dalam

lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Sebagai komparasi dapat dipahami pemikiran Mazmanian dan Sabatier
yang mengembangkan “kerangka kerja analisis implementasi” (lihat Wahab,
1991: 117). Menurutnya, peran penting analisis implementasi kebijakan negara
ialah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal
pada keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud oleh Mazmanian
dan Sabatier diklasifikasikan ke dalam tiga kategori umum, yaitu: (1) mudah atau
sulitnya dikendalikan masalah yang digarap; (2) kemampuan kebijakan untuk
mensistematisasi proses implementasinya; dan (3) pengaruh langsung variabel
politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam
kebijakan. Ketiga variabel ini disebut variabel bebas yang dibedakan dengan tahap

implementasi yang harus dilalui sebagai variabel terikat.

Variabel mudah atau sulitnya suatu masalah dikendalikan mencakup: (i)
kesukaran teknis, (ii) keragaman perilaku kelompok sasaran, (iii) persentase
kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan (iv) ruang lingkup
perubahan perilaku yang diinginkan. Variabel kemampuan kebijakan untuk
mensistematisasi proses implementasi mencakup: (i) kejelasan dan konsistensi
tujuan, (ii) ketepatan alokasi sumber daya, (iii) keterpaduan hirarki dalam dan di
antara lembaga pelaksana, (iv) aturan keputusan dari badan pelaksana, (V)

rekruitmen pejabat pelaksana, dan (vi) akses formal pihak luar. Variabel di luar
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kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi mencakup: (i) kondisi sosial
ekonomi dan teknologi, (ii) dukungan publik, (iii) sikap dan sumber daya yang
dimiliki kelompok, (iv) dukungan dari pejabat atasan, dan (v) komitmen dan
kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana (Keban, 2007: 16). Sedangkan
variabel terikat yang ditunjukkan melalui tahapan dalam proses implementasi
mencakup: (i) output kebijakan badan pelaksana, (ii) kesediaan kelompok sasaran
mematuhi output kebijakan, (iii) dampak nyata output kebijakan, (iv) dampak

output kebijakan sebagaimana yang dipersepsikan, dan (v) perbaikan.
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